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ABSTRAK

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan
antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan, salah satunya
dengan melakukan rangkaian kegiatan redistribusi aset TORA yang berasal dalam
kawasan hutan . Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, reformasi agraria
menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Nawa
Cita dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi
agraria seluas 9 juta ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas
4,5 juta ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. dalam hal redistribusi tanah
4.1 juta ha diantaranya berasal dari kawasan hutan Selama ini konsep politik
hukum kawasan hutan ditentukan bukan berdasarkan fungsi ekologisnya,
melainkan berdasarkan penetapan suatu wilayah sebagai “kawasan hutan” oleh
Menteri Kehutanan. Masalah ini berlanjut menjadi konflik yang akibatnya
kemudian semakin mempersempit dan meluruhkan penguasaan tanah masyarakat
lokal dan masyarakat adat di wilayah hutannya. Konflik ini ditandai dengan
pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak menguasai
suatu bidang tanah di kawasan hutan berserta akses atas sumber daya alam Untuk
itulah program redistribusi tanah ini diperlukan dalam mengatasi persolaan
tersebut. Penelitian ini mengajukan Rumusan Masalah,Yaitu: (1) proses
redistribusi penguasaan tanah di kawasan hutan yang menjadi objek TORA di
kabupaten Sijunjung? (2) Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah TORA
yang berasal dari kawasan hutan? (3) Bagaimana proses penataan akses Reforma
Agraria sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat penerima TORA?. Dengan
metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris (sosiologis). Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa : 1. Proses penataan aset TORA dalam kawasan
hutan Kabupaten Sijunjung dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan
hutan atas bidang tanah yang dikuasai masyarakat, secara normatif status kawasan
hutan yang baru pada tahap penunjukan belum mengakomodasi mekanisme
hukum adat di minangkabau dan kepentingan masyarakat hukum adat. 2. Tentang
proses Pendaftaran Tanah TORA memperlihatkan bahwa setelah bidang tanah
dikeluarkan dari kawasan hutan, kemudian bidang-bidang tanah tersebut menjadi
objek TORA vyang akan diredistribusikan kepada masyarakat nagari yang
menguasai hak ulayat nagarinya dan untuk menjamin kepastian hukum atas
bidang tanah objek TORA tersebut selanjutnya dilakukan kegiatan pendaftaran
tanah. 3. proses penataan akses reforma agraria di kawasan hutan Kabupaten
Sijunjung ditujukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat penerima TORA di
kawasan hutan Kabupaten Sijunjung.
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